
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.187, 2018 KEMENSOS. Program Keluarga Harapan.  

 

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR   1   TAHUN   2018 

TENTANG 

PROGRAM KELUARGA HARAPAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,  

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga 

miskin dan rentan melalui peningkatan aksesibilitas 

terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan 

kesejahteraan sosial, perlu program perlindungan sosial 

yang terencana, terarah, dan berkelanjutan; 

b. bahwa Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Program Keluarga Harapan belum 

mengakomodasi kebutuhan Program Keluarga Harapan, 

sehingga perlu dilakukan penyempurnaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Sosial tentang Program Keluarga 

Harapan;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui 

Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5449); 

6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 86); 

8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 

Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 

9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Sosial Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1125); 

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang 

Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 705); 
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11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 

tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 2047) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

228/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2016 tentang 

Belanja Bantuan Sosial (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 2147); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG PROGRAM 

KELUARGA HARAPAN.  

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat 

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat 

kepada keluarga dan/atau seseorang  miskin dan rentan 

yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan 

fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi 

Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga 

penerima manfaat PKH. 

2. PKH Akses adalah program pemberian bantuan sosial 

PKH di wilayah sulit dijangkau baik secara geografis, 

ketersediaan infrastruktur, maupun sumber daya 

manusia dengan pengkondisian secara khusus. 

3. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, 

dan jasa kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, 

tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 

4. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada 

kementerian/lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau 

satuan kerja perangkat daerah pada pemerintah daerah 

yang tugas dan fungsinya melaksanakan program 

penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan 

sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi 

sosial, dan pelayanan dasar. 
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5. Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut 

Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima 

bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan 

ditetapkan dalam keputusan. 

6. Bantuan Sosial PKH adalah bantuan berupa uang, 

kepada keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak 

mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. 

7. Penyaluran Bantuan Sosial PKH adalah pemberian 

bantuan berupa uang kepada keluarga dan/atau 

seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 

terhadap risiko sosial berdasarkan penetapan pejabat 

yang menangani pelaksanaan PKH.  

8. Bantuan Komplementer adalah bantuan berupa uang, 

barang, dan jasa di bidang kesehatan, pendidikan, 

subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan 

kebutuhan dasar lainnya sebagai pelengkap Bantuan 

Sosial PKH. 

9. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang 

memiliki fitur uang elektronik dan tabungan yang dapat 

digunakan sebagai media penyaluran berbagai Bantuan 

Sosial PKH termasuk kartu keluarga sejahtera. 

10. Kartu Keluarga Sejahtera adalah Kartu Kombo yang 

digunakan untuk penyaluran Bantuan Sosial PKH secara 

nontunai. 

11. Regional adalah wilayah tertentu dalam pelaksanaan PKH 

yang dikelompokkan berdasarkan geografis. 

12. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai 

mitra kerja tempat dibukanya rekening atas nama 

pemberi Bantuan Sosial PKH untuk menampung dana 

belanja bantuan sosial yang akan disalurkan kepada 

penerima Bantuan Sosial PKH. 

13. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan 

pengkajian untuk menjamin kebenaran data. 

14. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapakan 

kesahihan data. 
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15. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini 

sebagian atau seluruh data anggota Keluarga Penerima 

Manfaat PKH. 

16. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga adalah 

proses belajar secara terstruktur untuk mempercepat 

terjadinya perubahan perilaku pada Keluarga Penerima 

Manfaat PKH. 

17. Transformasi Kepesertaan adalah proses pengakhiran 

sebagai Keluarga Penerima Manfaat PKH. 

18. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, 

keluhan, atau masalah yang terkait dengan pelaksanaan 

PKH. 

19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang sosial. 

 

Pasal 2 

PKH bertujuan:  

a. untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima 

Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, 

dan kesejahteraan sosial; 

b. mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan 

pendapatan keluarga miskin dan rentan; 

c. menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian 

Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan 

kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;  

d. mengurangi kemiskinan dan kesenjangan; dan 

e. mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal 

kepada Keluarga Penerima Manfaat. 

 

Pasal 3 

Sasaran PKH merupakan keluarga dan/atau seseorang yang 

miskin dan rentan serta terdaftar dalam data terpadu program 

penanganan fakir miskin, memiliki komponen kesehatan, 

pendidikan, dan/atau kesejahteran sosial. 
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